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Absrtak

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DENGAN
PENDEKATAN GOOD GOVERNANCE
(STUDI KASUS DESA TAWALI KECAMATAN WERA KABUPATEN
BIMA)

Ratih Puspita
Ahmad Dahlan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana laporan
pertanggungjawaban alokasi dana desa di Desa Tawali Kecamatan Wera
Kabupaten Bima tahun anggaran 2021 dengan pendekatan Good Governance.
Metode yang di gunakan dalam peneltian ini adalah teknik wawancara teknik
observasi dan dokumentasi, sedangkan jenis data yang di gunakan dalam
penelitian ini adalah data prime dan data sekunder.

Hasil penelitian ini adalah menunjukan bahwa suda berlakunya
pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dengan pendekatan goog governance
menurut peraturan Menteri Dalam Negeri no 113 tahun 2014 Tentang pedoman
pengelolaan keuangan dana desa pada Desa Tawali Kecamatan Wera
Kabupaten Bima.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Aloasi Dana Desa Dengan Pendekatan Good
Governance
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Abstract

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DENGAN
PENDEKATAN GOOD GOVERNANCE
(STUDI KASUS DESA TAWALI KECAMATAN WERA KABUPATEN
BIMA)

Ratih Puspita
Ahmad Dahlan

The purpose of thi study was to find out how the accountability report for
the 2021 fiscal year with a Good Governance apporoach. The method used in
this research is the technique of interview, observationand documentation, while
the types of data used in this study are primary data and secondary data.

The results of this study indicate that thet accountability of the Vilage
Fund Allocation with a good governance approach has been implemented
according to the Minister of Home Affairs Regulation No. 113 of 2014 concerning
Guidelines for the Financial Management of Village Funds in Twali Vilage , Wera
District Bima Regency.

Keyword: accountability Budget Allocation Apparoach Good Governance
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dijelaskan
bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau
hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan
mengurusa kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai kondisi dan sosial budaya
Setempat

Seiring berjalanya waktu dalam struktur pemerintahan di Indonesia desa
di sebut seperti elemen paling kecil. Berlandaskan undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 mengenai pemerintah daerah yang mengatakan sesungguhnny
telah di atur tentang struktur pelaksanaan desentralisasi di Negara Indonesia,
yang di mana pemerintah pusat mampu mendistribusi wewenang yang lebih
banyak untuk daerah akan melakukan serangkai cara, teknik dengan bagian
perencanaan yang bisa melindungi keselarasan pembentukan (Thomas 2013)

Penyelengaraan pemerintah desa memerlukan suatu
pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa supaya adanya
penyelenggaraan yang bagus. Demokratis serta terpercaya (Good Governance),
Negara yang berakuntabilitas publik yang selalu mau mempertanggungjawabkan
segala aktivitas yang di amati oleh rakyat. Pembentukan. Alokasi Dana Desa
(ADD) mewujudkan cara desentralisasi akan memajukan goo governance. Good
governance kadang di artikan seperti Pemerintahan nan  baik
(Mardiasmo.2009:18). takala itu . work bank mengartikan good governance

menjadi suatu penyelenggaraan administrasi pembentukan yang solit serta



bertanggung jawab yang searah serta etika demokrasi serta pasar yang efektif.
Penghindaraan salah alokasi biaya pendanaan, serta pencegahan penggelapan
baik sebagai politik maupun administasif, menjalangkan peraturan anggaran dan
pembuatan legal dan political framework akan tumbuhnya aktifitas upayabh.

Mardiasmo (2009: 18) terdapat Sembilan karakteristik good governance
yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efisiensi dan efektifitas, aturan
hukum, sikap responsif, berorientasi pada consensus, kesetaraan/kesederajatan
dan fisi stategis. Dalam karakteristik good governance, paling tidak terdapat
empat hal yang dapat diperankan oleh akuntansi sector public yaitu transparansi,
akuntabilitas, efektifitas dan efisien serta partisipasi. Untuk mewujudkan good
governance ancoroporate good governance dalam rangka menciptakan
kesejahteraan masyarakat, maka di perlukan serangkaian reformasi di sestor
bublic (public sector reform). Dimensi reformasi sector public tersebut tidak saja
sekedar perubahan format lembaga, akan tetapi mencakup pembaharuan alat
alat yang di gunakan untuk mendukung berjalanya lembaga lembaga public
tersebut secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabilitas.

Menurut peraturan Mentri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 tentang
pengelolaan keuangan dana Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang
dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, selain itu keuangan
desa tersebut harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel,
partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Umami dan
Nurodin 2017)

Di sebut dalam pemendagri nomor 113 tahun 2014 Pasal 38 bahwa
kepala desa menyampaikan kepada bupati/kota melalui camat setiap akhir tahun

anggaran yang berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan



APBDes yang terdiri dari pendapatan ,belanja dan pembiayaan yang sudah

ditetapkan dalam data sebagai berikut.

Adapun rincian jumlah anggaran desa yang di peroleh Desa Tawali,

dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 Rincian Anggaran Dana Desa dan pertanggungjawaban Dana
Desa
REALISASI
URAIAN TAHUN ANGGARAN SUMBER
ANGGARAN
Dana Desa | 2019 920.437.453,00 | 920.437.453,00
2020 1079.895.000.00 | 1079895.000.00 | APBN
2021 1010.340.000,00 | 1.010.340.000,00
Alokasi 2019 548.056.109,00 | 584.056.109,00
Dana Desa | 2020 608.060.308,00 | 608.060.308,00 APBN
2021 599.367.554,00 | 599.367.554,00
Bagian 2019 18.018.225,00 10.810.935,00
Hasil Pajak | 2020 33.441.305.00 30.097.175,00 APBN
dan 2021 46.214.517,00 41.593.965,00
Retribusi

Sumber : Pemerintah Desa, 2019-2021

Tabel 1.1 menunjukan bahwa anggaran desa yang berasa dari APBN

untuk tahun 2019 ke 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp. 170,264,547.00

yang sangat signifikan. Kemudian pada tahun 2020 ke 2021 mengalami

penurunan sebesar Rp. 80,362.000. Dan Anggaran Desa yang berasal dari

Alokasi Dana Desa pada tahun 2019 ke 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp

24,004,199.00 kemudian pada tahun 2020 ke 2021 mengalami penurunan

sebesar Rp 8.692,754.00. dan juga anggaran yang berasal dari Bagi Hasil Pajak




dan Retribusi pada tahun 2019 ke 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp. 15.
423,080.00. kemudian pada tahun 2020 ke 2021 mengalami penurunan sebesar
Rp. 12,773,212.00. Dengan adanya kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun
jumlah dana desa yang di teriam oleh pihak Desa dapat di katakan tidak efektif
karena jumlah dana yang di terima setiap tahunnya tidak tetap dan mengalami
kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun, untuk Alokasi Dana Desa (ADD)
dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dari tahun ke tahun dan mengalami
kanaikan dan penurunan sepenuhnya terealisasikan dengan jumlah dana yang
cukup besar ,dengan pertumbuhan dari setiap tahun juga tidak stabil yaitu setiap
tahun mengalami kenaikan dan penurunan. oleh karena itu pihak Desa tawali
memanfaatkan dananya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui bidang sosial,
politikk, budaya, dan ekonomi secara merata dan terpenuhi terhadap
masyarakatnya secara efektif dan efesien. Hal tersebut menunjukan bahwa
kinerja pemerintah desa tawali sangat efektif dan efesien dalam menjalakan
tugasnya

Berdasarkan uraian latar belakang serta landasan teori yang tersedia
maka penulis berniat akan melakukan penelitian yang berjudul Akuntbiliitas
Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan Pendekatan Good
Governance (Studi Kasu Desa Tawli Kcamatan Wera Kabupatn Bima)
1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari urain latar belakang di atas maka permasalahan yang
dapat di kemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: agaimana
pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Twali Kecamatan Wera Kabupaten

Bima tahun Anggaran 2019-2021 dengan pendekatan good governance?



1.3 Tujuan Penelitian
Sesuai dengan permasalahan diatas maka adapun tujuan penelitian
tesebut adalah untuk mengetahui laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana
Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima tahun anggaran 2019-2021
dengan pendekatan good governance?
1.4 Kegunaan Penelitian
1. Bagi Penulis
Secara umum peneliti ini di harapkan dapat menambah
pengetahuan Analisis dalam kegiatan praktek di bidang ekonomi, lebih
khususnya menambah pengalaman penulis dalam menganalisis
permasalahan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa
2. Untuk civitas Akademika
Untuk memberikan sumbangan pikiran sebagai bahan
perbandingan kepada semua pihak yang melakukan penelitan
selanjutnya mengenai teman yang serupa
3. Bagi Pemerintah
Penelitian ini di harapkan bisa mempersembahkan cerita tentang
keadaan pertanggungjawaban pelaksanaan hingga mampu meluaskan
Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa kususnya di Desa Tawali
Kecamatan Wera Kabupaten Bima sebagai bahan evaluasi pengelolaan

alokasi dana desa.



BAB I
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori
2.1.1 Desa dan Peerintah Desa

“Pengertian Desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 yang ada
dalam pasal 1 (satu) ayat menjelaskan bahwa desa adalah adat atau yang
disebutkan dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah integritas
masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah yang berhak untuk menata
serta menangani kegiatan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
beralaskan gagasan, masyarakat hak asal usul serta kekuasaan tradisional
yang di akui serta di hormati dalam struktur pemerintahan Negara integritas
republik  Indonesia. Pemerintah desa yang di jeiaskan daiam undang-
undangnomor 6 tahun 20014 adalah kepala desa ataupun yang disebutkan
dengan nama lain didukung oleh unit desa selaku anggota penyelengara
pemerintahan, Desa yang berniat untuk pembentukan desa dalam cara
menambah ketentraman masyarakat desa dan kualitas hidup manusaia dan
penanggulangan kemiskinan melalui pemuasan keinginan pokok, pembentukan
saranan dan prasaranan desa, pengembangan kemampuanperdagangan, local
dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
2.2 Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2009) Akuntabilitas adalah kewajiban pihak
pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan,
melaporkan dan menggungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang
menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki

hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.



Menurut Nasirah (2016) Akuntabilitas merupakan insrtumen
untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan
publik. Dalam hubungan ini, di perlukan evaluasi kemampuan yang
dilakukan demi melihat sejauh mana pendapatan hasil beserta sistem
yang digunakan demi memperoleh seluruhnya itu.

Akuntabilitas merupakan pelaksanaan tanggungjawab seseorang
maupun satuan lembaga demi mempertanggungjawabkan pengelolaan
sejak awal sampai puncak dalam bentuk perolehan destinasi yang telah
ditetapkan melalui instrumen pertanggungjawaban secara periodik.

Berdasarkan uraian pendapatan para ahli diatas maka dapat disimpulkan
bahwa akuntabilits bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada
masyaraat atas dasar dana yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan
kinerja pemerintah dalam peningkatan pemberian pelayanan kepada msyarakat.

2.2.2 Indikator Akuntabilitas

Dalam menjamin akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa
mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan
sampai dengan pertanggungjawaban. Ada beberapa indikator yang di
gunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Indikator Akuntabilitas

Tahap Lndikator
Perencanaan

a. Sekretarian desa menyampaikan rancangan
peraturan desa tentang APBD kepada Kepala
Desa.

Perencanaan b. Rancangan peraturan Desa tentang APBD
tersebut disampaikan oleh Kepala Desa kepala
Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan
disepakati bersama.

c. Rancangan peraturan Desa tentang APBD yang
disepakati bersama paling lambat bulan Oktober
tahun berjalan.




d. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan
sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan
dalam peraturan desa. Rancangan Peraturan
Desa tentang APBD yang telah disepakati
bersama tersebut disampaikan oleh Kepala Desa
kepala Bupati/Walikota melalui Camat atau
sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak
disepakati untuk di evaluasi.

a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam

Pelaksanaan rangka pelaksanaan kewenangan desa
dilaksanakan melalui rekening kas desa.

b. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus
didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

c. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan
sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan
dalam peraturan desa.

d. Bendahara Desa dapat menyimpan uang dalam
Kas Desas pada jumlah tertentu dalam rangka
memenuhi  kebutuhan operasional pemerinth
Desa.

e. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban
APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan
peraturan desa tentang APBD ditetapkan menjadi
peraturan desa.

f. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu
harus dibuat rincian Anggaran Biaya yang telah
disahkan oleh Kepala Desa.

g. Pelaksanaan Kegiatan mengajukan pendanaan
untuk melaksanakan kegiatan harus disertai
dengan dokumen antara lain Rencana Anggran
Biaya.

h. Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh
Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.

i. Berdasarkan rencana anggaran biaya, pelaksana
kegiatan meng ajukan surat permintaan
pembayaran

j. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh
dilakukan sbelum barang atau jasa diterima.

k. Pengajuan (SPP) terdiri atas Surat Permintaan
Pembayaran (SPP), pernyataan tanggungjawaban
belanja dan lampiran bukti transaksi.

. Dalam pengajan pelaksanaan pembayaran,
Sekretaris Desa berkewajiban untuk meneliti
kelengkapan permintaan pembayaran diajukan
oleh pelaksanaan kegiatan, menguji kebenaran
perhitungan tagihan atau beban APBD yang
tercantum dalam permintaan pembayaran,
menguji ketersediaan dana untuk kegiatan yang
dimaksud, menolak pengajuan permintaan

m. Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi oleh
Serketaris Desa menyetujui permintaan
pembayaran dan bendaha ramelakukan
pembayaran. Bendahara




. Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan

(pph) dan pajak lainya, wajib menyetorkan seluruh
penerimaan potongan pajak dan pajak yang
dipungutnya kerekening Kas Negara sesuwai
dngan ketentuan peraturanperun dang-undangan.

Penatausahaan

a.
b.

Penatausaha dilkukan oleh Bendahara Desa.
Bendahara Desa  tawali bmelakukan
pencatatan setiap penerimaan dan
pengeluaran serta melakukan tutup buku
setiap akhir bulan secara tertib.

Bendahara desa tawali
mempertanggngjawabkan uang melalui
laporan pertanggungjawaban.

Penatausaha penerimaan dan pengeluaran
menggunakan buku kas umum, buku kas
pembantu pembantu pajak dan buku bank.

Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi
pelaksanaan APBD semester pertama dan
semester akhir tahun kepada bupati/walikota
Laporan realisasi  pelaksanaan = APBD
semester pertama disampaikan paling lambat
pada akhir bulan juli tahun berjalan.

Laporan realisasi pelaksanaan  APBD
semester akhi tahun disampaikan paling
lambat pada akhir bulan januari tahun
berikutnya.

Pertanggungjawab
an

Kepala Desa menyapaikan laporan
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDes kepada Bupati/ Walikota setiap akhir
tahun anggaran.

Laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan,
dan belanja Desa

Laporan Pertanggungjawaban realisasi
Pelaksanaan ~ APBDes disampaikan  di
tetapkan dengan peraturan desa

Sumber :Permendagri No. 113 Tahun Tahun 2014

2.3 Alokasi Dana Desa (ADD)

2.3.1 pengertian Alokasi Dana Desa

Berdasarkan peraturan menteri Nomor 72 tahun 2005 tentang desa pasal

68 pengertian Alokasi Dana Desa adaah bagian dari dana perimbagan pusat dan

daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% yang

pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi

dana desa.
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2.3.2 Tujuan Aokasi Dana Desa
Adapun tujuan alokasi dana desa adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat

desa dan pemberdayan masyarakat.

2. Menigkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

3. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.

4. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui badan

usaha milik desa (BUMDEYS)

5. Meningkatkan pengalaman Nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam

rangka mewujudkan peningkatan sosial.
2.3.3 Manfaat Alokasi Dana Desa (ADD)

1. Desa dapat menghemat biaya pembangunan karena desa dapat
mengelola sendiri proyek pembangunannya dan hasilnya dapat di
pelihara secara baik demi keberlanjutanya.

2. Desa memperoleh kepastian anggaran untuk belajar operasional
pemerintahan desa.

3. Desa dapat menangani permasalahan desa secara tepat tampa harus
lama menunggu datangnya program dari pemerintah daerah
Kabupaten/Kota.

4. Mendorong terciptanya demokrasi desa.

2.3.4 Pertanggugjawaban dan Pelaporan AlokasiDana Desa (ADD)
pertanggungjawaban sering digunakan sebagai sinonim kata
akuntabilitas, penyelenggaraan, tanggungjawab dan istila-istila lain yang
berhubungan dengan harapan pemberian tanggungjawab. Indra (2006 : 385)
istila pertanggungjawaban adalah, sauatu konsep dalam etika dalam memiliki

banyak arti. Sebaghal yang piling penting untuk salah satu aspek dalam
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penyelenggaraan organisasi sektor publik, pertanggungjawaban telah menjadi
hal penting untuk didiskusikan terkait dengan permasalahan sektor publik.
2.4 Good governance
2.4.1 Pengertian good governance

“‘Menurut Mardiasmo (2009:17) good governance bisa di artikan
sebagai proses mengelola publik. Word Bank memberikan deskripsi
governance sebagai “the way state poweris used in managing economi
and social resoucesfor developme of society .” Sementara itu, United
National development program (undp) mendefinisikan governance
sebagai “the eXrcise of pllitical , economic, and administrative authority to
manage a nation ‘s affair at all levels “. Dalam hal ini, World Bank Iebih
mementingkan pada sistem pemerintah mengelola sumber daya social
dengan ekonomi demi kebutuhan pembentukan masyarakat, sedangkan
UNDP lebih mementingkan disegi politik, ekonomi serta manajemen
dalam pengelolaan negara. Political governance mengarahkan pada
metode pembentukan strategi (policy strategy formulations).economic
governance menodong pada sistem pembentukan ketetapan pada bidang
ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, pengurangan
kesusahan serta pengembangan taraf hidup. Administrative governance
mengacu pada sistem implementasi kebijakan.
2.4.2 Karakteristik Good Governance

Menurut Mardiasmo (2009:18) UNDP memberikan beberapa karakteristik

pelaksanaan good governance meliputi :
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1. Partisipasi masyarakat

“Partisipasi masyarakat artinya semua warga masyarakat mempunyai
suara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui

lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka.
luas pengertian partisipasi telah dikemukakan oleh para ahli. Tetapi
pada hakekatnya memiliki makna yang serupa. Partisipasi berasal
pada bahasa inggris participate yang artinya mengikut sertakan. ikut
mengambil bagian (Willie Wijaya, 2004:208). Partisipasi ada iah
.menjadi bentuk serta niat buat melebarkan demokrasi melalui
metode desentraiisasi dimana diupayakan antara lain perlunya
perencanaan dan bawah dengan mcngikut sertakan masyarakat
dalam proses perencanaan serta pendirian masyarakatnya. (H.A.R

Tilaar, 2009:287)

Terdapat beberapa bentuk partisiapasi yang dikemukakan oleh ahli.
Brdasarkan (Sundariningrum  Sugiyah, 2010:38) mengklasifikasikan
partisipasi menjadi dua berlandaskan keterlibatannya, adalah :

a. Partisipasi langsung

"Partisipasi langsung adalah partisipasi yang timbul apabila
diri pribadi menampilkan aktivitas khusus dalam jalanpartisipasi.
Partisipasi terjadi apabila setiap orang bisa mengajukan
pandangan, membahas pokok permasalahan, mengemukakan

penolakan.
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b. Partisipasi tidak langsung
“Partisipasi ini pertama berkaitan dengan prinsip alternativ
dan masyarakat yang berhubungan dengan inspirasi atau konsep
yang mengikat keinginan bersama.
Akuntabilitas
Akuntabilitas artinya para pengambil keputusan di pmerintah sektor swasta
dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada
masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan.
Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengn yang lainnya
tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.
Transparansi
Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas seluruh
proses pemerintahan. Lembaga-lembaga dan informasi dapat di akses oleh
pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus

memadai agar dapat dimengerti dan di pantau.

2.4.3 Indkator Good Vilage Governance

Pemerintah desa yang telah mewujudkan Good Village Governance,

memiliki indicator antara lain adalah sebagai berikut.

1.

2.

Tata Kelola keuangan desa yang baik.

Perencanaan desa yang partisipatif, terintegrasi dan selaras dengan
perencanaan daerah dan nasional.

Berkurangnya penyalagunaan kekuasaan atau kewenangan yang
mengakibatkan permasalahan hukum.

Mutu pelayanan kepada masyarakat meningkat.
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2.4.4 Penerapan prinsip Good Governance

“‘Konsep tata kelolah pemerintah yang baik (goodgovernance) dimaksud
sebagai perbaikan dan pelunasan terhadap konsep pemerintahan (government)
selama ini yang dipandang tidak memadai konsep governance (tata kelolah
pemerintahan )merupakan perluasan dari konsep pemerintah (government )
karena didalam yang pertama, yaitu governance, terkandung pengertian bahwa

pemerintahan tidak hanya diselenggarakan oleh pemerintah (goverment) sendiri

tetapi juga bersama-sama dengan actor-aktor diluar pemerintah, yaitu
masyarakat.
2.4 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan judul

penelitian, diantaranya ditampilkan dalam tabel 2.1 berikut ini :

No Peneliti Judul Persamaan Perbedaan
1 Suci 2015 | Akuntabilitas dan Sama-sama Objek penelitian suci
Transparansi membahas dilakukan pada Desa
Pertanggungjawaba | akuntabilitas | Kepatihan Kecamatan
Anggaran dan Menganti Kabupaten
Pendapatan Belanja | transparansi | Gresik. Sedangkan
Desa (APBDes) penelitian sekarang di
lakukan pada Desa
Tawali Kecamatan
Wera Kabupaten
Bima.
2 Farida Transparansi dan Sama-sama | Objek Penelitian ini di
2015 Akuntabilitas membahas lakukan pada desa
Pemerintah Desa tentang Badak Baru
Dalam Pengelolaan | Alokasi Dana | Kecamatan Muara
Anggaran Desa Muara Badak
Pendapatan Desa Kabupaten Kutai
Dan Belanja Desa kartanegara,
(APBDes) sedangkan penelitian
sekarang di lakukan
pada Desa Tawali
Kecamatan Wera
Kabupaten Bima.
3 Alvianti Sama-sama Objek Penelitian ini di
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ddk(2014) | membahas tentang
Alokasi Dana Desa

lakukan pada desa
Badak Baru
Kecamatan Muara
Muara Badak
Kabupaten Kutai
kartanegara,
sedangkan penelitian
sekarang di lakukan
pada Desa Tawali
Kecamatan Wera
Kabupaten Bima.

2.6 Kerangka Pemikiran

Pengelolaan Alokasi
Dana Desa (ADD)

Good Governance

\ 4

Akuntabilitas

Gambar 2.3 Kerangka Pikir




BAB Il
METODE PENELITIAN
3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu
penelitian yang akan di lakukan untuk mengetahui pertanggungjawaban alokasi
dana desa yang mewuudkan good governance. Penelitian yang di lakukan pada
Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima.

“Sugiyono (2011) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif atau
bisa disebut metode penelitian naturalistik adalah metode penelitian yang
digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah, dimana penelitii adalah
instrume terkunci, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan
metode wawancara, analisa data bersifat induktif , dan hasil penelitian kualitatif
lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

tujuan penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif adalah untuk
mengungkapkan kejadian atau fakta, fenomenal, dan keadaan yang terjadi saat
penelitan berlangsung dengan menyuguhkan dan mendeskriptifkan apa yang
sebenarnya terjadi.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus Penelitan ini adalah  untuk  mengetahui laporan
pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten
Bima tahun anggaran 2021 dengan pendekatan good governance
3.3 Tempt dan Waktu

Lokasi penelitian ini dilakukan oleh peneliti di Desa Tawali Kecamatan

Wera Kabupaten Bima selama kurang lebih 1 bulan yaitu bulan Juli.2022

16
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3.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan

data sekunder

1. Data PrimerData Primer adalah sumber data yang langsung

memberikan data kepada pengumpulan data melalui wawancara
dengan pihak terkait (Sugiyono2011). Data prime dalam penelitian ini
adalah perangkat desa tawali kecamatan wera kabupaten bima yang

meliputi Kepala Desa, Sekertaris Desa, dan Bendahara Desa.

. Data Sekunder data penelitian yag diperoleh secara tidak langsung melalui

media perantaran atau dikumpulkan dicatat oleh pihak lain yang telah disusun

dan dipublikasikan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

1.

3.

Teknik Wawancara

Teknik wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara
melakukan diskusi dan Tanya jawab dengan apareatur desa yaitu Kepala
Desa ,Sekertaris Desa dan Bendahara Desa di Desa Tawali Kecamatan Wera
Kabupaten Bima. Wawancara dilakukan terkait dengan pengelolaana lokasi
dana desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausaha,

pelaporan hingga pertanggungjawaban.

. Teknik Observasi

Dalam teknik ini penulis melakukan penelitian langsung di Desa Tawali
Kecamatan Wera Kabupaten Bima untuk mendapatkan informasi yang lebih
akurat dan mengetahui keadaan yang sebenarnya

Teknik Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cacatatan peristiwva yang sudah berlalu dapat

berupa tulisan, gambaran dan karya-karya monumental.
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Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
wawancara dan dokumentasi, wawancara yang di;akukan dengan pihak
kantor desa yang berhubungan dengan APBDes dan alokasi dana desa
anggaran 2019-2022. Dokumentasi berupa laporan APBDes DAN Alokasi
Dana Desa, Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun 2019-
2022.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teknik
analisis deskriptif kualitatif. Untuk menjawab rumusan masalah tentang
“Bagaimana Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan pendekatan
good governance di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima”

Analisis data adalah suatu metode penyususnan urutan data menurut
pola kategori, dan satuan urutan data. Antara lain beberapa langkah di lakukan
untuk menganalisis data:

1. Reduksi Data

Reduksi data berarti memilih dan mengklarifikasikan data yang mendasari,
memfokuskan pada data yang penting dan membuang data yang di anggap
tidak penting. Akibatnya data yang di reduksi akan memberikan gambaran yang
lebih jelas, sehingga memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data
selanjutnya.

2. Penyajian Data

Penyajian data di lakukan setelah di reduksi data dalam penelitian kualitatif
penyajian data dapat di lakukan dengan menguraikan secara singkat kategori-
kategori dan hubungan-hubungan lainya.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dengan penelitian kualitatif untuk menjawab pertanyaan

yang di ajuan ketikan merumuskan masalah. Penarikan kesimpulan di sajikan
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dalam bentuk penkelasan yang singkat, padat dan jelas. (Sugiyono, 2021:338-

345).

3.7 Alat Analisi

Pengukuran Variabel Good Governance berdasarkan indikatornya . indokator

dari Good Governance

1. Transparansi
Transparansi merupakan tersedianya informasi yang cukup, akurat dan
tepat waktu. Dengan ketersediaan inform,asi seperti ini, masyarakat dapat
mengawasi sehingga kebijakan public yang ada memberikan hasil yang
optimal bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kecurangan dan
manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu pihak saja.

2. Akuntabilitas
Berarti menggambarkan proses pengangaran dan pelaporan mulai dari
perencanaan sampai dengan pelaksanaan dalam pengelolaan alokasi dana
desa (ADD) harus benar-benar di laporkan dan di pertanggungjawabkan
kepada yang berkepentingan, dan juga dapat di akses oleh masyarakat di
wilayah tersebut.

3. Partisipasi
Keterlibatan masyarakat dalam suatu pembangunan dimana masyarakat
mulai terlibat dari tahap penyusunan program, perencanaa dan

pembangunan, perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Desa Tawali

Desa Tawali merupakan salah satu dari desa yang berada di wilayah
Kecamatan Wera Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa Tawali
sebagai ibu kota Kecamatan dikelilingi oleh desa-desa yang lain diantaranya
Desa Mandala, Desa Nunggi, Desa Hidirasa dan Ranggasolo, Desa Oi Tui, Desa
Wora dan Nanga Wera. Yang menjadikan Desa Tawali sebagai sentral
perekonomian di Kecamatan Wera.

Wilayah Desa Tawali yang terletak pada pusat kota kecamatan
sehingga menjadi pusat perekonomian Kecamatan Wera. Berdasarkan kelas
ketinggian Wilayah Desa Tawali berada pada 0-300 meter diatas permukaan
laut. Kondisi dan ekosistem hutan sebagian besar telah beralih fungsi menjadi
daerah pemukiman dengan tipe hutan hujan dataran rendah. Posisi Desa Tawali
yang berada pada daerah dataran pantai dengan ketinggian lereng 0 — 65
persen sehingga mempunyai jenis tanah hitam liat.

Desa Tawali adalah merupakan salah satu desa dari 14 (empat belas)
desa yang ada di Kecamatan Wera dengan luas wilayah 4.945 Ha, dengan

batas-batas wilayah :

Tabel 4.1 Batas-batas Wilayah Desa Tawali

Batas Desa/Kelurahan

Sebelah Utara Hidirasa dan Ranggasolo
Sebelah Selatan Oi tui

Sebelah Timur Nunggi/Bala dan Mandala
Sebelah Barat Wora dan nanga wera

20
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Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa Tawali pada
umumnya memiliki mata pencaharian sebagai petani yang lebih terarah pada

bidang pertanian, perkebunan, peternakan, industri, kerajinan dan lain-lain.

4.2 Tingkat EKonomi

Jenis Pekerjaan Jumlah Jiwa %
Petani 365 Jiwa 100%
Pedagang 95 Jiwa 100%
Wiraswasta 80 Jiwa 70%
PNS 85 Jiwa 70%
Kariyawan honorer 80 Jiwa 70%
Lainnya 60 Jiwa 40%

Sumber : Profil Desa Tawali

Berdasarkan tabel diatas bahwa pekerjaan dari semua masyarakat Desa
Tawali lebih banyak disektor pertanian sebanyak 365, pedagang sebanyak 60%
wiraswasta sebanyak 80% orang PNS sebanyak 90% orang karyawan Honorer
sebanyak 80% orang kemudian pada pekerjaan lainya sebanyak 60% orang.
4.1.1 Visi dan Misi Desa Tawali
1. Visi
Terwujudnya keluarga yang beriman dan bertagwa kepada tuhan yang
maha esa, berakhlak mulia dan berbudi Iuhur, sehat sejahtera, maju,
mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan
lingkungan.
2. Misi
a. Meningkatkan mental spiritual, perilaku hidup dengan menghayati dan
mengamalkan pancansila serta meningkatkan pelaksanaan hak dan
kewajiban sesui dengan hak azasi manusia, demokrasi, meningkatkan
kesetiakawanan sosial dan kegotoroyongan serta pembentukan watak

bangsa yang selaras, serasi dan seimbang.
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b. Meningkatkan pendidikan dan keterampilan yang diperlukan, dalam
upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan
pendapatan keluarga.

c.Meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan keluarga, serta upaya
peningkatan pemanfaatan pekarangan melalui halaman asri, teratur,
indah, dan nyaman, sandang dan perumahan serta tata laksana rumah
tangga yang sehat.

d. Meningkatkan derajat kesehatan, kelestarian lingkungan hidup serta
membiasakan hidup berencana dalam semua aspek kehidupan dan
perencanaan ekonomi keluarga dengan membiasakan menabung.

e. Meningkatkan  pengelolaan gerakan PKK  baik  kegiatan
pengorganisasian maupun pelaksanaan program-programnya yang
disesuaikan dengan situasi kondisi masyarakat setempat.

4.1.2 Keadaan Penduduk Desa Tawali

Penduduk Desa Tawali memiliki jumlah 5.263 jiwa yang terdiri dari 2.366
jiwa laki-laki dan 2.897 jiwa perempuan dengan jumlah kepala keluarga 1.549
KK, Angka kemiskinan di Desa Tawali masih cukup tinggi yaitu 5.42 atau 35 %
dari jumlah KK. Jumlah penduduk usia produktif di Desa Tawali mencapai 1853
jiwa, sementara jumlah angka pengangguran mencapai 89 jiwa atau 11 % dari

jumlah penduduk usia produktif.
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Adapun bagan struktur organisasi pemerintah Desa Tawali dapat dilihat

pada gambar 4.1 sebagai berikut :

Gambar 4.1
BPD Kepala Desa LPM
Abdul Muis H.A.Malik, S.Pd
Sekretaris Desa
Masnun
oo o Kabid. Kabid. Kabid
Peren.
. . Keuan Umumé&
Pemerinta Pemb.M Kasi & an J Aset
h asyarak Kesejahter Pelapor
at aan an )
Abd. Malik Masyarakat H.Alwi Bijrin
Ahmadi
Arifin Anggi n, ST
Puspa
Dewi,
A.Md.Kep
Kepala Dusun
|
| | I I
Dusun Dusun Kara Dusun Dusun
Tawali Baharudin Terewuwu Sepakat
H.Mas’ud Adnan Tasrif
| - | | |
Dusun :j,tnkzer:' Dusun Dambi Dusun
Nggarora P Dua panggung
ndi Sahrul .
Ruslin, ST
Arifman sadam,S.Pd

Sumber : Pemerintah Desa Tawali
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Akuntabilitas Alokasi Dana Desa dengan pendekatan Good Governance

pada Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima. Pertanggung jawaban

alokasi dana desa harus menyatu dalam pengelolaan APBDes, sehingga prinsip

pengelolaan alokasi dana desa sama dengan pengelolaan APBDes yang harus

mengikuti karakteristik good governance diantaranya Transparansi, Akuntabilitas

serta Partisipasi.

Berikut ini perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tawali

tahun 2021. Pada penelitian ini diukur dengan tiga indikator, yaitu: Transparansi,

Akuntabilitas dan Partisipasi.

Tabel 4.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tawali Tahun 2021

Kode | Rek | Uraian Anggaran Alokasi | Realisasi :iloka
1 2 3 4 5 6 7
Pendapatan
Lain-lain
Pendapatan 10.000.000.00 0,6% 0 0%
Dana Desa 1.010.340.000
1.010.340.000.00 | 60,6% | .00 100%
Bagi Hasil Pajak | 46.215.517.00 2,8% 41.593.965.00 | 100%
Alokasi Dana 599.367.554.0
Desa 599.367.554.00 36% 0 100%
JUMLAH 1.651.301.519
PENDAPATAN 1.665.923.071.00 | 100% .00 99,1%
Belanja
Bidang
Penyelenggaraan 797.420.871.0
Pemerintah 807.420.871.00 485% |0 99%
Bidang
Pelaksanaan 492.518.700.0
Pembangunan 492.518.700.00 29,6% |0 100%
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Desa

Bidang

pembinaan 214.611.948.0

masyarakat 219.233.500.00 272% |0 97,9%

Bidang

pemberdayaan

Masyarakat 22.750.000.00 4,6% 22.750.000.00 | 100%

Bidang

penangulangan

bencana, darurat 124.000.000.0

dan mendesak 124.000.000.00 7,4% 0 100%

Jumlah belanja 124.000.000.0
1.665.923.071.00 | 100% | O 100%

Berdasarkan tabel 4.4 dapat di ketahui bahwa penjabaran hasil analisis
pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa dengan pendekatan good governance
pada Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima. untuk Anggran Bidang
Penyelenggaraan Pemerintah terealisasi sebesar 99%, Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa terealisasi sebesar 100%, Bidang pembinaan masyarakat
terealisasi sebesar 99% Bidang pemberdayaan Masyarakat terealisasi sebesar
100% Bidang penangulangan bencana, darurat dan mendesak terealisasi
sebesar 100%.

4.1.1 Transparansi

Pemerintah Desa Tawali dalam pelaksanaan Akuntabilitas Aloasi Dana
Desa telah transparan dengan mempublikasikan Anggaran pendaatan dan
belanja serta laporan alokasi dana desa di Desa Tawali pada tahun 2021 yang
berarti telah mewujudkan akuntabilitas pemerintah desa kepada masyarakat
sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 37 tahun 2007 tentang
pedoman pengelolaan keuangan, dalam pasal 22 dimana anggaran alokasi dana
desa untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintah terealisasi sebesar 99%,

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terealisasi sebesar 100%, Bidang
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pembinaan masyarakat terealisasi sebesar 99% Bidang pemberdayaan
Masyarakat terealisasi sebesar 100% Bidang penangulangan bencana, darurat
dan mendesak terealisasi sebesar 100%.

Berikut beberapa informasi yang didapat mengenai Transparansi yang
didapat dari hasil wawancara Kepala Desa Tawali:

“secara umumnya perangkat desa sudah secara transparan
mengenai nominal sumber dana, jadi jumlah uang dan sebagainya
kepada masyarakat. Terus, mengenai alokasi dana desa, bahwa
desa tawali dalam pelaksanaan akuntabilitas alokasi dana desa
telah  transparansi dengan  mempublikasikan  anggaran
pendapatan dan belanja desa serta dipaparkan di papan

informasi”.

Dari hasil wawancara dari Bapak Abdul Muis H.A.Malik (Kepala Desa),
peneliti menyimpulkan bahwa sudah sesuai dengan indikator transparansi
pengelolaan alokasi dana desa menurut permendagri 113 tahun 2014 (1)
pencatatan kas masuk dan keluar bisa diakses oleh masyarakat, serta terdapat
papan pengumuman tentang informasi dana yang digunakan untuk menjalankan
sebuah kegiatan, (2) laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APBDesa diinformasika kepada masyarakat secara tertulis dan bisa
diakses dengan mudah oleh masyarakat, (3) tahun-tahun sebelumnya sesuai
informasi dari sekdes lapora realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati melalui camat oleh Kepala Desa.

Penelitian sesuai dengan teori yang dilakukan oleh Andrianto, 2007 yang
mengatakan bahwa transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang
bebas. Seluruh proses pemerintaan, lembaga-lembaga dan informasi yang perlu
dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia

harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.
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Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Faridah (2015) , dimana
penelitian yang dilakukan oleh faridah mengumumkan hasil pengelolaan
anggaran desa tersebut melalui rapat.

4.1.2 Akuntabilitas

Sesuai dengan peraturan Desa Tawali nomor 1 tahun 2017 tentang
anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2017 bahwa sesuai
dengan ketentuan peraturan daerah kabupaten Bima nomor 12 tahun 2014
tentang APBDesa, kepala desa menetapkan peraturan desa tawali tentang
APBDesa dan telah disepakati bersama badan permusyawaratan desa.

Dalam pertanggungjawaban alokasi dana desa tawali sesuai dengan hasil
wawancara yang dilakukan di kantor kepala desa tawali yang bernama Bapak
Abdul Muis H.A.Malik.

” Dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa
kita telah sampaikan kepada Bupati stiap akhit tahun anggaran, yaitu
pendapatan dan belanja desa serta laporan pertanggungjawaban

realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan oleh peraturan desa”.

Dari hasil wawancara kepala desa, peneliti menyimpulkan bahwa sudah
sesuai dengan indikator akuntabilitas pertanggungjawaban menurut permendagri
113 tahun 2014 yaitu:

(1) Kepala Desa Tawali telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban
realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun
anggaran,

(2) Laporan pertangungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari
pendapatan dan Belanja Desa

(3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa di

tetapkan dengan peraturan desa.
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akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah pertanggungjawaban pemerintah
desa serta menerangkan kinerja kepala desa kepada bupati serta masyarakat
desa berupa mengelola dan kegiatan pengelolaan keuangan desa yang
dilakukan berdasarkan prosedur, kebijakan dan peraturan perundang-undang
yang berlaku serta sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yag dilakukan oleh Wahyu (2018)
yang berjudul Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam
Pengelolaan Dana Desa (ADD) Di Desa Borong Pa’la’la Kecamatan
Pattalassang Kabupaten Gowa. Hasil penelitian berdasarkan permendagri 113
tahun 2014 menunjukan bahwa secara garis besar pengelolaan alokasi dana
desa di desan borong pa’la’la sudah akuntabel dan transparan pada tahap
penatausahaa, pelaporan dan pertanggungjawaban. Didukung pula dengan
masyarakat yang turu aktif dala melakukan pembangunan desa. Dilihat pada
tahap pertanggugjawaban desa borong pa’la’la telah dilaporkan oleh kepala desa
kepada bupati sesuai laporan pertanggungjawaban tahun 2017 sudah
mengunakan format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes
sesuai permendagri nomor 113 tahun 2014 dengan mencantumkan laporan
kekayaan milik desa, laporan program sektoral, dan program daerah yang
masukdesa, serta laporan penggunaan dana desa tahun anggaran.
4.1.3 Partisipasi
Peranan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa sangat penting
untuk memajukan kesejahteraan suatu desa, terutama yaitu ekonomi suatu desa,
oleh karena itu masyarakat dituntut untuk berpartisipasi dalam pengelolaan
kuangan desa diawali dari perencanaan hingga pengawasan dari pelaksanaan
APBDes itu sendiri. Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Muis H.A.Malik

selaku kepala desa
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“ Musrembang dihadiri oleh tokoh masyarakat , semua Aparat
Desa, BPD ,LPM dan terkait di dalam nya wakil wakil masyarakat

untuk menghasilkan musrembang itu sendiri ”.

Dari hasil wawancara tersebut, kepala desa ingin menyampaikan bahwa
masyarakat telah ikut berpartisipasi dalam pengelolaan alokasi dana desa
dengan mengikuti musrembang.

Pendapat ini juga didukung oleh Sekdes dan Bendahara Desa sehingga
dapat disimpulkan bahwa menurut Pemerintahan Desa, masyarakat sudah
berperan aktif pada saat Musrembang dilaksanakan. Kegiatan musrenbang
dihadirkan oleh masyarakat-masyarakat yang berperan langsung dalam
perencanaan APBDesa seperti semua Aparat Desa, BPD, LPM, RT, RW, Karang
Taruna, Ibu PKK, dan berbagai tokoh masyarakat lain.

Penelitian sesuai dengan teori yang dilakukan oleh Kurrohman 2015 yang
mengatakan Partisipasi berarti mengambil keputusan publik secara partisipatif
dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang akan terpengaruh
dengan keputusan tersebut. Partisipasi merupakaan elemen terpenting dalam
Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Partisipasi masyarakat dapat
mendukung tugas pemerintah untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat,
mengatur agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program
progam pelayanan sesuai kebutuhan dan anspirasi masyarakat.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Jhoin Sarjono (2021)
dengan judul Pengaruh Good Governance Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana
Desa (Studi Pada Desa Wewagriu Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.
Hasil penelitin ini menyataka bahwa prinsip partisipasi tidak terdapat pengaruh
positif dan signifikan terhadap pengeloaan alokasi dana desa. Hal ini

dikarenakan partisipasi masyarakat desa wewangriu kurang ikut serta dalam
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memberikan masukan kepada aparat desa dan kurangnya keterlibatan

masyarakat dalam pengambilan keputusan program-program desa.



BAB V
PENUTUP
5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis
pertanggungjawaban alokasi dana desa tahun 2021 dengan pendekatan Good
Governance (Transparansi, Akuntabilitas, serta Partisipasi) pada desa tawali
kecamatan wera kabupaten bima, pemerintah desa tawali sudah
mengaplikasikan konsep-konsep good governance dengan baik.

Berikut ini penjabaran hasil analisis pertanggungjawaban alokasi dana
desa dengan pendekatan goog governance pada desa tawali kecamatan wera
kabupaten bima.

1. Transparansi

Desa tawali dalam menyajikan laporan keuangan sudah terealisasi
secara transparansi dan realisasi alokasi dana desa sudah sesuai dengan
permendagri no. 37 tahun 2007. Karena Bidang Penyelenggaraan Pemerintah
terealisasi sebesar 99%, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terealisasi
sebesar 100%, Bidang pembinaan masyarakat terealisasi sebesar 99% Bidang
pemberdayaan Masyarakat terealisasi sebesar 100% Bidang penangulangan
bencana, darurat dan mendesak terealisasi sebesar 100%.

2. Akuntabilitas

Tolak ukur yang dapat kita lihat dari akuntabilitas ini adalah dengan telah
tercapainya indikator akuntabilitas itu sendiri dimana pada desa tawali indikator
dari akuntabilitas telah diterapkan namun untuk kesesuaian antara pelaksanaan
dengan standar prosedur pelaksaaan belum sesuai menurut permendagri No.35
tahun 2007 tentang pedoman umun tata cara pelaporan dan
pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa.

3. Partisipasi

31
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pemerintahan desa tawali telah melibatkan masyarakat dalam
pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan Yyang akan
dilaksanakan. Musyawarah desa membuka kesempatan untuk masyarakat
dalam memberikan aspirasinya sekaligus sebagai media belajar bagi
masyarakat terhadap partisipasi dalam hal pengambilan keputusan perencanaan
penggunaan dana ADD dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat cukup
baik. Hal ini dibuktikan dengan tingkat kehadiran masyarakat dalam musyawarah
desa di desa tawali kecamatan wera kabupaten bima
5.2 SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini dapat dikemukakan
saran sebagai berikut:
1. Bagi Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima,

Hendaknya lebih di tingkatkan lagi dalam menerngkan alokasi dana
desa dengan cara mengembangkan berbagai potensi desa sehingga
memperlancar pembangunan desa.

2. Untuk penelitian selanjutnya

Sebaiknya melakukan penelitian yang sama dengan mengunakan
sampel desa lainnya dan memperbanyak variabel penelitian yang dimasukan
dalamm penelitian sehingga membuat pebelitian selanjutnya memiliki
kontribusi penelitian yang lebih luas.

3. Untuk Pemerintah

Diharapkan untuk pemerintah lebih memperhatikan dan mendukung

terus program-program desa sehingga dapat lebih mengembangkan dan

memajukan desa.



DAFTAR PUSTAKA

Andrianto, N. 2007. Good e-Government :Transparansi dan Akuntabilitas Publik
Government. Bayu Media Publishing, Anggota IKAPI Jati : Malang

Janah Fatkhull, 2020. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
Desa (StudiKasus Desa Poto Kecamatan MoyoHilir Kabupaten
Sumbawa)

KurniawatiYani, (2019) Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi
Dana Desa dalam pembangunan di Desa (Studi kasus didesa
Kembangarum Kecamatan Mrangge Kabupaten Demak.

Lestari, S., &Waluyo, L. (2017). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana
Desa (ADD) (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Bayodono) (Doctoral
dissertation, IAIN Surakarta).

Lianawati & Lestari, S. (2019). Analisis Vaktor Pembangunan Desa Dalam
Pengembangan Desa Mandiri Berkelanjutan Pada Desa Bunghu Ace
Besar. PUBLISIA: Jurnal llmu Administrasi Publik, Vol. 4(2), 159-169

Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajamen Keuangan Daerah. Penerbit Andi
Yogyakarta

Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDY Yogyakarta.

Nasirah, 2016. Analisis Transparansi dana Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi
Dana Desa (Studi pada Desa Muliyoagung Kecamatan Dau). Akuntansi,
Universitas Muhammadiyah Malang.

Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan
Keuangan Desa

Peraturan menteri dalam negeri nomor 37 tahun 2007tentang pengelolaan
keuangan desa

Peraturan menteri pengganti undang undang nomor 2 tahun 2014 tentang
pemerintahan daerah

Peraturan Mentri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018. Pengelolaan KeuanganDesa

Rahmawati,2021. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Didesa
Bulu Tellue Kecamatan Tondong Tallsa Kabupaten Pangkep
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Ri'a, N. I., &Handayani, N. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa
(ADD) di Desa Bheramari Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende.
Jurnal limu dan Riset Akuntasi (Jira), 8(1).

Subroto, A. 2009. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus

Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa — Desa dalam Wilayah
Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung tahun 2008). Di

33



34

publikasikan. Tesis. Program Studi Magister Sains Akuntansi.
Universitas Diponegoro Semarang

Sujarweni, vw. 2015 Akuntansi Desa. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
Thomas. 2013,” Pengelolaan Alokasi Dana Desa Upaya Meningkatkan
Pembangunan di Desa Sebawang Kecamatan Seyayap Kabupaten Tana

Tidung” Jurnal Pemerintahan Integratif Volume 1, Nomor 1, Hal. 51-64.

Umami Risya, Nurodin Idang, 2017. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas
Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Vol. 6 Edisi 11.

Undang — undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa
Undang —undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Wahyu, 2018. Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintahan Desa dalam

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (AAD) di Desa Borong Pa'La’La
Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa.



1 << = O

¥ << Z



Kuesioner

Pertanyaan

Hasil

Wawancara

Informasi

1. Apakah di desa tawali dalam menyampaikan
Angaran Alokasi dana desa di lakukan secara
transparan?

2. Apakah dalam mempertanggugjawabkan
pelaksanaan alokasi dana desa sudah

3. Apakah dalam mempertanggugjawabkan
pelaksanaan alokasi dana desa sudah efisien
dan efektiv?

4. Bagaimana mekanisme yang di lakukan oleh
pemerintah desa tawali dalam merencanakan

program pembangunan desa?




Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20219

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020



Anggran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2021



Wawancara dengan bendahara desa



wancara dengan sekretaris desa



Wawancara dengan kepala desa



Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tawali Tahun 2021

:Od Rek | Uraian Anggaran % Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7
Pendapatan
Lain-lain
Pendapatan 10.000.000.00 | 0,6% 0 0%
Dana Desa 1.010.340.000 1.010.340.000.
.00 60,6% | 00 100%
Bagi Hasil Pajak 46.215.517.00 | 2,8% 41.593.965.00 100%
Alokasi Dana | 5
Desa 99.367.554.00 | 36% 599.367.554.00 | 100%
JUMLAH 1.665.923.071 1.651.301.519.
PENDAPATAN .00 100% 00 99,1%
Belanja
Bidang
Penyelenggaraan | 807.420.871.0
Pemerintah 0 48,5% | 797.420.871.00 | 99%
Bidang
Pelaksanaan
Pembangunan 492.518.700.0
Desa 0 29,6% | 492.518.700.00 | 100%
Bidang
pembinaan 219.233.500.0
masyarakat 0 27,2% | 214.611.948.00 | 97,9%
Bidang
pemberdayaan
Masyarakat 22.750.000.00 | 4,6% 22.750.000.00 100%
Bidang
penangulangan
bencana, darurat | 124.000.000.0
dan mendesak 0 7,4% 124.000.000.00 | 100%
Jumlah belanja 1.665.923.071
.00 100% 124.000.000.00 | 100%




